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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Kelembagaan  
Menurut Veblen, kelembagaan adalah sekumpulan norma dan 
kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang 
direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing 
generasi individu berikutnya (Yustika: 2013: 43). Dengan demikian 
kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku 
individu. Dalam hal ini, keinginan individu (individual preferences) bukanlah 
faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada 
posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori.  
Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam 
organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat 
berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan 
(Ruttan dan Hayami: 1984 dalam repository UMY).  
Menurut pandangan ahli kelembagaan rentang alternatif manusia 
ditentukan melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat 
karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur 
perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam 
membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan 
aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada 
di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap 
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pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan 
kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat. 
2.2 Pengelolaan  
Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "management" yang 
kemudian diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen. 
Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan 
dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi-fungsi 
manajemen. 
James Stoner dan Charles Wankel memberikan batasan 
pengelolaan (manajemen) merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 
kepemimpinan dan pengendalian upayah anggota organisasi dan penggunaan 
seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi 
(Siswanto:2013:2).  Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard juga memberikan 
batasan pengelolaan (manajemen) yaitu sebagai sutau usaha yang dilakukan 
dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan 
organisasi. Mamajemen sebagai seni  dalam menyelesaikan pekerjaan melalui 
orang lain (Mary Parker Pollet). Dari beberapa pendapat tersebut dapat 
dipahami bahwa manajemen merupakan alat atau cara untuk mencapai tujuan, 
dimana tujuan merupakan hal yang ingin direalisasikan, memiliki cakupan 
tertentu dan dilakukan dengan pengarahan.  
Manejemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia 
berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang biasanya diungkapkan 
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istilah “objectives” atau hal-hai yang nyata. Usaha-usaha kelompok itu 
memberikan sumbangannya kepada pencapaian-pencapaian tujuan.  
Manajemen merupakan proses  dimana aktivitas dalam proses ini 
telah langsung menjalankan fungsi manajemen yaitu planing (perencanaan), 
organizing (pengoranisasian), actuating (pelaksanaan) dan controlling 
(penyuluhan dan pengendalian). Dampak proses manajemen ini dapat 
mempengeruhi badan usaha dalam input kuantitas dan kualitas, pengetahuan 
melalui pengalaman dan kewenangan dan power para manajer, peningkatan 
pengembangan dan faktor-faktor lingkungan, seperti peraturan peraturan 
pemerintah, kondisi ekonomi, aktivitas para pesaing dan keinginan para 
konsumen dimana para manajer akan lebih peka dan tajam.  
Aspek manajemen dalam membangun usaha hendaklah didasarkan 
pada pendekatan fungsi manajemen, meliputi: perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Menurut Hastowiyono dan 
Suharyanto (2014: 55-61 dalam Kamaroesid: 2016: 35-37) dalam menajemen 
perlu memperhatikan aspek manajemen perlu memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Perencanaan 
Perencanaan adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen. 
Perencanaan ditujukan kepada masa depan yang penuh dengan 
ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil dari 
perencanaan baru akan diketahui pada masa depan, agar resiko yang 
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ditanggung itu relatif kecil, hendaklah semua kegiatan, tindakan dan 
kebijakan direncakan terlebih dahulu.  
Perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan 
organisasi, penentuan strategis, kebijaksanaan proyek, program, prosedur, 
sistem, metode, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai 
tujuan (Wijayanti:2008:9). Menunurt George R. Terry perencanaan 
merupakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta 
menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan 
menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
hasil yang diinginkan (Syafiie:2006:75).  Sedangkan menurut F.X. Soedjadi, 
MPA, perencanaan merupakan proses kegiatan pemikiran, dugaan, dan 
penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum 
melaksanakan tindakan dan sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang 
sudah ditetapkan.   
Suatu perencanaan diperlukan mencapai tujuan secara menyeluruh 
beserta kebijakan yang  diperlukan. Untuk perlu disusun suatu program kerja 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menyusun kegiatan-
kegiatan yang diperlukan. Perencanaan dalam anggaran unit BUMDesa juga 
harus dilaksanakan sebaik mungkin, misalnya membuat anggaran pembelian, 
anggaran produksi, anggaran penjualan dan anggaran lainnya disesuaikan 
dengan keperluan usaha yang akan dijalankan.  
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Perencanaan dalam pengadaan karyawan disesuaikan dengan 
rencana proses produksi, kegiatan yang akan dilakukan, persyaratan yang 
diperlukan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan.  
b. Pengorganisasian 
Organizing  berasal dari kata organize yang berarti menciptakan 
struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasikan sedemikian rupa, 
sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap 
keseluruhannya (Hasibuan:2014:118). 
Pengorganisasian adalah fungsi-fungsi manajemen dan merupakan 
suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi adalah alat atau wadah yang 
statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang 
harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan 
pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen 
(subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan (Hasibuan:2014:119). 
Menurut Melayu S.P Hasibuan pengorganiasian merupakan 
penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap 
aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang 
yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan 
aktivitas-aktivitas tersebut. 
Goorge R. Terry mendifinisakan pengeorganisasian merupakan 
tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara 
orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisisen dan dengan 
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demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas 
tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guana mencapai tujuan atau 
sasaran tertentu.  
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau 
Penyempurnaan Kelembagaan di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, 
Perwakilan RI di luar negeri dan Pemerintah di Daerah, disebutkan prinsip-
prinsip pengorganisasian sebagai berikut: 
Pertama, pembagian habis tugas. Maksudnya, tugas pokok dan 
fungsi pemerintah terbagi habis dalam departemen-departemen dan lembaga-
lembaga bukan departemen, sehingga bagaimanapun cara yang dipergunakan 
untuk menyusun organisasi aparatur pemerintah secara fungsional, ada yang 
mengurus dan bertanggung jawab atas setiap fungsi. Kedua, perumusan tugas 
pokok dan fungsi yang jelas. Ketiga, pengorganisasian dapat membentuk 
fungsionalisasi. Maksudnya, ada organisasi yang secara khusus bertanggung 
jawab atas sesuatu di bidang atau tugas, atau ada batas-batas kewenangan 
masing-masing sehingga kerjasama antara satu instansi dengan instansi bisa 
berlangsung secara baik dan saling melengkapi. Keempat, pengorganisasian 
juga menetapkan sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Kelima, 
organisasi pemerintah memiliki prinsip kontinuitas. Maksudnya, bila satu 
tujuan belum tercapai pasa satu tertentu maka ada upayah mengejarnya secara 
terus-menerus, tidak berhenti pada satu titik. Keenam, prinsip ini dan staf. 
Pemerintah RI mengadopsi prinsip lini dan staf karena dipandang cocok 
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untuk digunakan di Indonesia terutama karena dapat di delinisasi tugas dan 
fungsi antara unit-unit organisasi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana 
kegiatan penunjang lainnya. ketujuh, prinsip kesederhanaan. Kedelapan, 
prinsip fleksibilitas. Kesembilan, pendegelasian tugas dan wewenang dengan 
jelas. Kesepuluh, prinsip pengelompokan yang homogen. Karena demikian 
luasnya tugas-tugas yang  harus dikerjakan, maka pengelompokan tugas-
tugas yang diusahakan sehomogen mungkin. Kesebelas, prinsip rentang atau 
jenjang pengendalian. Keduabelas, prinsip akordian, yaitu pada saat tertentu 
dengan melihat situasi san kondisi kegiatan pemerintah baik berupa tugas 
umum pemerintahan maupun pembangunan dapat diperluas atau di 
persempit.  
Menilai kelayakan usaha, BUMDesa dapat mengkaji beberapa hal 
seperti: 
a) Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan proses 
pengorganisasian meliputi: 
1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk 
mencapai tujuan dari unit-unit usaha yang akan dijalankan. 
2. Membagi beban kerja secara jelas dan proporsional sehingga 
dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. 
3. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan 
anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis, 
memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-
langkah penyesuaian untuk mempertahankan. 
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b) Bagaimana asas organisasi yang hendaknya dipillih? 
Asas organisasi merupakan pedoman yang perlu dilaksanakan 
agar diperoleh suatu struktur organisasi yang baik dan aktivitas 
organisasi dapat berjalan dengan lancar. Asas organisasi terdiri dari: 
peumusan tujuan organisasi, penyusunan bagian-bagian organisasi 
yang diperlukan, pembagian kerja yang jelas, koordinasi pelimpahan 
wewenang, rentang kendali, jenjang organisasi, kesatuan perintah dan 
asas keluwesan. Apabila asas organisasi tersebut dapat diterapakn 
dengan baik, maka akan sangat mendukung kelancaran kegiatan usaha 
BUMDesa. 
c) Bagaimana struktur organisasi yang dirancang? 
Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara 
bagian-bagian dan posisi dalam organisasi. Struktur organisasi 
menjelaskan pembagian kerja serta memperhatikan hubungan fungsi 
dan aktivitas tersebut. BUMDesa juga harus dapat menggambarkan 
tugas pokok dan fungsi setiap bagian organisasi, hubungan ketugasan 
antara bagian-bagian harus jelas dan susunan organisasi disesuaikan 
dengan keperluan.  
c. Pelaksanaan 
Terry berpendapat bahwa: 
“actuating setting all members of the want to achive and to strike to 
achive the objective willingly and keeping with the managerial planning and 
organizing efforts”.  
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Maksudnya pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk 
mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk 
mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-
usaha organisasi (Syafii:2006: 81).  
Suatu kegiatan usaha dapat dilaksanakan, sangat dipengaruhi oleh 
kualitas perencanaan, pengorganisasian dan kualitas sumber daya manusia. 
Oleh karena itu seluruh kegiatan harus direncanakan dengan matang dan 
rinci, serta sistem pengorganisasian  harus baik. Selain itu, diperlukan sumber 
daya manusia yang cukup jumlahnya, terampil dan menguasai bidang 
tugasnya. Ini semua dimakud agar aktifitas-aktifitas untuk menjalankan unit 
usaha BUMDesa dapat dilaksanakan dengan baik.  
d. Pengendalian 
Fungsi pengendalian merupakan fungsi terakhir dari proses 
manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan 
proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 
Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan den kedua fungsi 
ini merupakan hal yang saling mengisi, karena: 
1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan 
2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. 
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.  
4. Tujuan baru akan dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah 
pengendalian atau penilaian dilakukan.  
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Erarl P. Strong mendefinisikan pengendalian merupakan proses 
pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai 
dengan ketetepan-ketetapan dalam rencana. Sedangkan menurut  G.R Terry 
pengedalian adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, 
apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan 
apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai 
dengan rencana yaitu selaras dengan standar.  
Pengendalian bukan hanya mencari kesalahan-kesalahan, tetapi 
berusaha untuk menghidari terjadinya kesalahan-kesalahan serta 
memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi pengendalian 
dilakukan sebelum proseos, saat proses dan setelah proses yakni hingga akhir 
diketahui. Dengan pengendalian diharapkan juga pemanfaatan semua unusr 
manajemen efektif dan efesien. 
Menurut Emerson (Hasibuan: 2009: 242) efektif adalah 
pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya. Sedangkan efisien adalah perbandingan yang terbesar antara 
masukan dengan hasil, antara produksi dengan biaya (antara hasil dengan 
sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang 
dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya tertentu . dengan kata lain 
hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus 
diselesaikan.  
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Pengendalian merupakan mengecek hasil kinerja dengan standar 
yang ditentukan dan disepakati sebelumnya. Pengendalian atau pengawasan 
didalam manajemen memiliki berbagai fungsi pokok, diantaranya: 
1. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan. Ini 
dapat dilakukan dengan pengawasan secara rutin disertai dengan adanya 
ketegasan-ketegasan dalam pemberian sangsi terhadap penyimpangan 
yang terjadi. 
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan 
telah terjadi, hendaknya pengawasan/pengendalian dapat menghasilkan 
perbaikan. 
3. Mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan 
sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, 
sehingga setiap organisasi selalu dalam keadaaan bekerja secara efektif 
dan efisien. 
4. Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya 
pengendalian/pengawasan yang rutin, setiap unti organisasi berikut 
karyawan dapat selalu mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan 
benar.  
2.3 Otonomi Daerah 
Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam negara Republik 
Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, yaitu: 
a. Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: 
“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” 
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b. Pasal 18 yang berbunyi: 
“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan 
memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem 
pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang 
bersifat istimewa. 
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 dinyatakan bahwa “Daerah 
Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang 
bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, karena didaerah pun 
pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan (Widjaja: 1998: 23). 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan yang 
dimaksud dengan daerah otonom ialah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 mendefenisikan bahwa otonomi daerah adalah 
hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
Soepomo menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai suatu prinsip 
berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat 
sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan (Abdullah: 2003: 11). Tiap 
daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan 
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sifat daerah lain. Karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan 
yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model 
(The Liang Gie: 1977 dalam Abdullah: 2003:11). 
Kaho (2010: 66) mengemukakan faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan Otonomi Daerah: 
a. Manusia pelaksananya harus baik; 
b. Keuangan harus cukup dan baik; 
c. Peralatannya harus cukup dan baik; 
d. Organisasi dan manajemennya harus baik.  
Manusia pelaksana harus baik merupakan faktor esensial dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena manusia merupakan subyek 
dalam setiap aktivitas pemerintahan, yang menjadi pelaku dan penggerak 
proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya keuangan yang 
baik berarti segala yang berhubungan dengan uang atau pendanaan yang 
berarti sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan 
keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan berlaku. Dalam 
menciptakan Pemerintah Daerah yang baik dan dapat dapat melaksanakan 
otonominnya dengan baik, maka faktor  keuangan ini mutlak diperlukan. 
Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup baik. Peralatan diartikan setiap alat 
yang dapat digunakan untuk memperlancar pemerintah darah. Peralatan yang 
baik (praktis, efesien dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi 
terciptanya suatu pemerintah daerah yang baik. Faktor yang keempat adalah 
organisasi dan manajemennya yang harus baik. Organisasi yang dimaksud 
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adalah organisasi dalam arti struktur (susuan) sedangkan manajemen adalah 
proses manusia yang menyelenggarakan tindakan dalam usaha kerjasama 
sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (dalam Skripsi 
Keberadaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa( dalam 
penelitian Riswanda:2015) disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan 
yang berskala kabupaten/kota meliputi: 
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. 
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. 
d. Penyediaan sarana dan prasana umum. 
e. Penanganan bidang kesehatan. 
f. Penyelenggaraan pendidikan. 
g. Penanggulangan masalah sosial. 
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 
i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 
j. Pengendalian lingkungan hidup. 
k. Pelayanan pertanahan. 
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 
n. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. 
o. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 
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p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan. 
Dari kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada 
Pemerintah Daerah tersebut tentunya harus sudah sampai kepada pemerintah 
Desa karna Desa merupakan ujung tombak pembangunan sehingga 
pembangunan harus dimulai dari Desa agar dapat dirasakan oleh semua 
pihak.  
2.3.1 Desa 
Desa merupakan unit terkecil dari sebuah negara yang secara 
langsung berhubungan dengan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut 
Bintoro (dalam penelitian Abdurokhman) Desa merupakan perwujudan 
geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis 
politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan 
daerah lain.  
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
pemerintahan Desa, yang dimaksud dengan Desa atau yang disebut  nama 
lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak 
asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 
Pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dan pengaturan mengenai 
Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 menjelaskan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
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kesatuan masayarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dikaui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan Desa 
adalah  Desa dan  Desa adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, 
selanjutnya disebut  Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 menyebutkan 
bahwa Pengaturan Desa bertujuan untuk: 
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada 
dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan 
bagi seluruh rakyat Indonesia; 
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa; 
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 
pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama; 
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e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efesiensi dan efektif, 
terbuka, serta bertanggung jawab; 
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial 
sebagai bagian dari ketahanan nasional; 
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan 
pembangunan nasional; dan 
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. 
2.3.2 Otonomi Desa 
Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta 
bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah 
berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desatersebut 
(Widjaja: 2003: 165).  
Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 
berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum, hukum 
publik maupun perdata, memililki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut 
dan menuntut di muka pengadilan.  
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diganti menjadi 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan kuat bagi Desa 
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dalam mewejudkan “Development Community” dimana Desa tidak lagi 
sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai 
“independent Community” yaitu Desa dan masyarakatnya berhak berbicara 
atas kepentingan masyarakat sendiri.  
Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada 
pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan 
Desa tersebut. Namun harus diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban dan 
tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi 
Desa harus tetap menjunjung nilai tanggungjawab dan menekankan bahwa 
Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.   
2.4 Potensi Desa  
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) potensi adalah 
kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi 
merupakan adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang 
mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa 
adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh 
suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi Desa dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai daya, kekuatan, kesanggupan dan 
kemampuan yang  mempunya kemungkinan untuk dapat dikembangkan 
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(Depdikbud. 1989. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Depdikbud). 
Jadi  Potensi  desa adalah  daya,  kekuatan,  kesanggupan  dan  kemampuan 
yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat 
dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara 
garis besar potensi desa dapat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu potensi Fisik 
dan potensi non-fisik. Dalam (penelitian Abdurokhman) Secara rinci 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Potensi Fisik 
a. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat 
di dalamnya. Misalnya kesuburan tanah, bahan tambang dan mineral.  
b. Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan 
manusia.  
c. Iklim sangat erat keitannya dengan temperatur dan curah hujan yang 
sangat mempengaruhi setiap daerah, sehingga corak iklim sangat 
mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris. 
d. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas 
wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan 
penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa. 
e. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi 
masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak juga dapat menjadi 
investasi dan sumber pupuk. 
f. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan 
pertanian, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga 
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bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. 
Tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup masyarakat 
menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa. 
2. Potensi Nonfisik 
a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang 
tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (gemeninschaft) 
merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program 
pembangunan. 
b. Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, 
Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-
lain. 
c. Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, penyuluhan, 
simulasi, dan lain-lain. 
d. Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas dan posyandu. 
e. Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan Lumbung Desa. 
f. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran 
dan ketertiban pemerintah desa. peranannya sangat penting bagi 
perubahan dan tingkat perkembangan desa. 
2.5 Badan Usaha Milik Desa 
Badan Usaha Milik Desa lahir dari kebijakan disatu sisi dan 
gerakan lokal disisi lain. Dimulai dari lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 
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beserta PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 
merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan/ruang (enabling), 
petunjuk hukum maupun “payung hukum” terhadap kehadiran BUMDesa. 
(Dalam penelitian Suriadi:2015) menyebutkan bahwa Pembentukan Badan 
Usaha Milik Desa harus diiringi upaya penguatan kapasitas dan dukungan 
area kebijakan (kabupaten) yang memudahkan dan melindungi usaha ini dari 
ancaman yang besar, dan akan membuat desa tidak hanya menunggu 
perkembangan pemerintah daerah atau pusat pemerintah.  
Selanjutnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga 
melembagakan dan memperkuat BUMDesa, dimana dijelaskan bahwa 
BUMDesa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya 
dimiliki oleh Desa melaui penyertaan secara langsung yang barasal dari 
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. 
BUMDesa secara rinci juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik. Permendagri juga mengandung substansi 
yang inovatif. Pertama, pembentukan BUMDesa bersifat kondisional, yakni 
membutuhkan sejumlah prasayarat, yang menjadi dasar dalam pembentukan 
BUMDesa. Dalam pasal 5 ditegaskan tentang syarat-syarat pembentukan 
BUMDesa sebagai berikut: 
 
 
33 
 
a. Atas insiatif pemerintah Desa dan atau masyarakat Desa berdarsarkan 
musyawarah warga Desa; 
b. Adanya potensi usaha ekonomi mayarakat; 
c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan 
kebutuhan pokok; 
d. Tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, 
terutama kekayaan Desa; 
e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengolah Badan Usaha 
Milik Desa sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Desa; 
f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi 
warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; 
dan 
g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.  
Kedua, BUMDesa merupakan usaha Desa yang bercirikan 
kepemilikan kolektif, yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh pemerintah Desa 
dan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, mekanisme pembentukan 
BUMDesa bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatif. Artinya BUMDesa 
tidak hanya dibentuk oleh pemerintah Desa tapi juga dibentuk melalui 
musyawarah Desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. 
Keempat, pengelolaan BUMDesa bersifat demokratis dan teknokratis. 
Dimensi teknokratis terlihat dalam bentuk pembagian kerja yang jelas, 
dimensi demokrasi ditunjukkan dengan musyawarah Desa dan bentuk 
akuntabilitas.  
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BUMDesa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan 
segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber 
daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa secara spesifik tidak dapat 
disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau 
koperasi. Oleh karena itu, BUMDesa merupakan suatu badan usaha 
bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk 
membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat Desa. BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi 
pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam 
meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDesa dapat menghimpun 
tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan 
dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDesa dalam kegiatannya tidak hanya 
berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk 
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa 
diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan 
potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang 
dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDesa mengikuti badan 
hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
Alkadafi (2015: 36) mengatakan bahwa jika dilihat dari  fungsinya,  
kelembagaan  BUMDesa merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  di Desa yang  
berfungsi  sebagai  lembaga  sosial (social  institution)  dan  komersial 
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(commercialinstitution). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada 
kepentingan masyarakat  melalui  kontribusinya dalam penyediaan pelayanan 
sosial.  Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan 
melalui penawaran  sumberdaya lokal  (barang  dan  jasa)  ke  pasar.  Pada 
keberjalanan  usahanya  prinsip  efisiensi  dan efektifitas  harus  selalu  
ditekankan.  BUMDesa sebagai  badan  hukum, dibentuk berdasarkan tata 
perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang 
terbangun di masyarakat Desa. 
Dalam hal untuk menguatkan dan mendorong perkembangan dari 
BUMDesa, maka dapat dilakukan berbagai bentuk usaha, aktivitas dan 
kegiatan seperti yang telah diatur dengan jelas pada pasal 90 Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: 
“Pemerintah, Pemerintah Daerah Pronvisi, Pemerintah Derah 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa 
dengan: 
a. Memberikan hibah dan/atau akses permdalan; 
b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan 
c. Memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di 
Desa”. 
Adapun jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDesa yaitu: 
a. BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana 
yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat 
dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha ini dapat 
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memanfaatkan sumber daya loka dan lokal dan teknologi tepat guna 
yang meliputi: 
1. Air minum Desa 
2. Usaha listrik Desa 
3. Lumbung pangan, dan  
4. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. 
b. BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang 
untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk 
memperoleh Pendapatan Asli Desa. Unit usaha penyewaan yang 
dimaksud meliputi: 
1. Alat transportasi 
2. Perkakas pesta 
3. Gedung pertemuan 
4. Rumah toko 
5. Tanah milik BUMDesa, dan  
6. Barang sewaan lainnya. 
c. BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang 
memberikan jasa pelayanan kepada warga. Jasa perantara dimaksud 
seperti: 
1. jasa pembayaran listrik;  
2. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; 
dan  
3.  jasa pelayanan lainnya.  
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d. BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau 
berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih 
luas. Diantaranya usaha perdagangan seperti: 
1. Pabrik es; 
2. Pabrik asap cair; 
3. Hasil pertanian; 
4.  Sarana produksi pertanian; 
5. sumur bekas tambang; dan 
6. kegiatan bisnis produktif lainnya. 
e. BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) 
yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan 
oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha bisnis keuangan ini dapat 
berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses 
oleh masyarakat Desa 
f. BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk 
dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam 
skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Usaha ini dapat berdiri 
sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar 
tumbuh menjadi usaha bersama.Usaha bersama (holding) yang 
dimaksud diantaranya: 
1. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi 
nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif; 
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2. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok 
masyarakat;dan 
3. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal 
lainnya. 
2.6 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan Potensi Desa 
Alquran merupakan kitab suci umat islam yang menjadi pedoman 
untuk mengatur kehidupan umat muslim sehari-hari. Alquran menjelaskan 
bahwa Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin (khalifah) di muka 
bumi yang akan mengolah segala potensi yang dimiliki. Dalam surat Arrad 
ayat 11 Allah juga menerangkan: 
                   
Yang artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri.” (Ar-
raad:11). 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah nasib 
suatu kaum (masyarakat) hingga mereka sendiri yang akan merubah keadaan  
(nasib) mereka dimana dalam pengelolaan potensi yang dimiliki Desa 
membutuhkan partisipasi dari masyarakat sebagai khalifah dimuka bumi. 
Allah SWT telah menciptakan alam dengan segala kandungan yang ada di 
dalamnya. Banyak sekali kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh 
manusia untuk melangsungkan hidup, baik bersumber dari darat, laut maupun 
udara yang semua diciptakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. 
Dalam pengelolaan tersebut manusia juga tidak boleh seenaknya 
dalam mengeksploitasinya secara berlebihan. Sebagaimana dijelaskan dalam 
Surat Al-An’am: 141: 
 
 
39 
 
                            
                               
                              
Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 
berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang 
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan 
warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang 
bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari 
memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah 
kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 
berlebih-lebihan.” (Qs. Al-An’am: 141).  
 
2.7 Penelitian Terdahulu 
Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberikan 
landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi 
saran sebuah penelitian untuk mendapatkan informasi pendukung sebuah 
penelitian, maka perlu dilakukan penelaah kepustakaan yang termasuk 
didalamnya adalah tinjauan yang terdahulu. Oleh karena itu, adanya tinjauan 
penelitian terdahulu diperlukan menjadi acuan penelitian yang dilakukan, 
sehingga diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang 
dilakukan.  
Penelitian terdaulu pertama berjudul Keberadaan Badan Usaha 
Milik Desa (Bumdesa) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa 
Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Oleh Coristya Berlian 
Ramdana dkk. Keyword dalam penelitian ini adalah Otonomi Daerah, Badan 
Usaha Milik Desa, Partisipasi, Kemitraan, Kelembagaan. Hasil penelitian ini 
ialah keberadaan Badan Usaha Milik Desa sudah sesuai dengan peraturan 
daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh Desa dengan peraturan 
 
 
40 
 
Desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat 
ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga 
dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik Desa ini hanya sebatas 
papan nama saja. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian 
ini mengkaiji keberadaan BUMDesa dalam penguatan ekonomi Desa 
sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang keberadaan BUMDesa dalam 
pengelolaan potensi desa. 
Penelitian terdahulu kedua berjudul Pengembangan Desa Mandiri 
Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Oleh Edy Yusuf 
Agunggunanto, dkk. Keyword dalam penelitian ini adalah BUMDesa, 
Ekonomi Kelembagaan, Pembangunan Desa Mandiri, Tata Kelola. Hasil 
penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDesa di Kabupaten Jepara sudah 
berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDesa dan mampu 
membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala 
dalam pengelolaan BUMDesa di beberapa daerah seperti jenis usaha yang 
dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola 
BUMDesa dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya 
pengetahuan mereka. Perbedaan penelitian ini dengan peneitian penulis 
adalah penelitian menggunakana konsep perasional Pengelolaan BUMDes 
berdasakan pada prinsip kooperatif, transparansi, partisipatif, emansipatif, 
akuntable, dan sustainable dengan mekanisme keanggotaan dasar dan self 
help yang diterapkan secara mandiri dan profesional, sedangkan penelitian 
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penulis menggunakan konsep operasional fungsi pengeloaan, yaitu 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.  
Penelitian terdahulu ketiga berjudul Peranan Badan Usaha Milik 
Desa (Bumdesa) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada 
Bumdesa di Gunung Kidul, Yogyakarta. oleh Maria Rosa Ratna Sri 
Anggraeni. Keyword dalam penelitian ini adalah BUMDesa, Community 
Based Research, Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan 
BUMDesa tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan 
sosial. Keberadaan BUMDesa tidak membawa manfaat signifikan bagi 
peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang 
muncul terkait BUMDesa adalah akses masyarakat terhadap air dan akses 
masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDesa. Perbedaan penelitian 
ini dengan penelitian penulis adalah Penelitian ini bertujuan untuk menggali 
dampak keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat 
sedangkan penelitian penulis mengkaji keberadaan BUMDesa dalam 
pengeloaan potensi desa. 
Penelitan terdahulu keempat berjudul Pengembangan Potensi 
Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Pondok Salam 
Kabupaten Purwakarta oleh Reza M. Zulkarnaen. Keyword penelitian ini 
adalah Pendirian BUMDesa, PKM, potensi, ekonomi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Desa Parakan Salam dan Desa Parapatan memiliki 
potensi dalam mendirikan BUMDesa. Berdasarkan potensi yang ada diatas 
maka hal ini dijadikan dasar diadakannya penyuluhan mengenai BUMDesa di 
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kedua Desa tersebut terutama pentingnya BUMDesa dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat. Kegiatan pengembangan BUMDesa yang ada di 
Desa Parakan Salam dan Salam Jaya diharapkan dapat ditindak lanjuti PKM 
selanjutnya dengan membuat pendamping dan pelatihan yang dapat 
menunjang berdirinya BUMDesa yang baik. Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian penulis bahwa penelitian ini mengkaji pengembangan potensi Desa 
oleh BUMDesa namun BUMDesa di Desa tersebut belum didirikan 
sedangkan penelitian penulis pengelolaan potensi Desa oleh BUMDesa dan di 
Desa Kampung Panjang BUMDesa tersebut telah didirikan.   
2.7 Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran merupakan bagian dari penelitian yang 
menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang 
lain. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam gambar ini: 
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Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
 
UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
Badan Usaha Milik 
Desa(BUMDesa) 
Konsep Pengelolaan: 
a. Perencanaan 
b. Pengorganisasian 
c. Pelaksanaan 
d. pengendalian 
Hambatan dalam 
pengelolaan:  
1. Kepemimpinan, 
manajerial dan tata 
kelola (KMT) 
2. Skala dan jangkauan 
usaha 
3. Emansipasi lokal 
4. Kerjasama 
5. Tradisi berdesa 
Terkelolanya Potensi Desa dengan Baik  
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2.8 Definisi Konsep 
Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang 
dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, 
keadaan kelompok atau individu tertentu yang menjadi pusat perhatian dalam 
ilmu sosial (Singarimbun: 2006: 34).  
Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang 
merupakan pokok batasan dalam penelitian yang merupakan pokok bahasan 
pada bagian berikutnya dimaksud agar memberi arah dalam penulisan bagian 
berikutnya agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan 
penelitian maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman yang 
berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka yaitu: 
a. Kelembagaan 
Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam 
organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat 
berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
b. Pengelolaan 
Pengelolaan (manajemen) merupakan proses perencanaan, 
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upayah anggota 
organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi 
tercapainya tujuan organisasi. Fungsi pengelolaan (manajemen) meliputi: 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.  
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c. Desa 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
d. Otonomi Desa 
Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada 
pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan 
Desa tersebut. 
e. Potensi Desa 
Potensi  desa adalah  daya,  kekuatan,  kesanggupan  dan  
kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan 
untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
f. Badan Usaha Milik Desa 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengolah aset, jasa pelayanan, usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 
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2.9 Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan 
gambaran bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan 
pengukuran ini dapat diketahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa 
dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi indikator Pengelolaan Potensi 
Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Punama Kampar yaitu: 
 
 
Tabel 2.1 
Konsep Operasioanal Penelitian Pengelolaan Potensi Desa oleh Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
Variabel  Indikator  Sub Indikator  
Pengelolaan Potensi 
Desa oleh Badan 
Usaha Milik Desa 
(BUMDesa) 
Perencanaan  Pelaksanaan 
Musyawarah Desa 
BUMDesa membuat 
perencanaan dalam 
pengelolaan potensi Desa  
Pengorganisasian  BUMDesa didirikan 
berdsarkan Peraturan 
Desa dan Keputusan 
Kepala Desa 
BUMDesa menyusun 
Anggaran Dasar (AD) 
dan Anggaran Rumah 
Tangga (ART) 
BUMDesa menyusun 
struktur organisasi 
Pelaksanaan  BUMDesa membuka unit 
usaha sesuai dengan 
potensi Desa 
BUMDesa menjalankan 
usaha untuk melayani 
kebutuhan masyarakat 
Meningkatkan PADes 
Pengendalian  Pengurus BUMDesa 
menyerahkan laporan 
Pengawasan oleh 
Pemerintah Desa 
Menyelenggarakan rapat 
umum 
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Hambatan dalam 
pengelolaan potensi 
Desa oleh Badan 
Usaha Milik Desa 
(BUMDesa)  
Kepemimpinan, 
manajerial dan tata 
kelola (KMT) 
Komunikasi yang baik 
antar pengurus 
Skala dan jangkauan 
usaha 
Bisnis internal dan 
eksternal 
Emansipasi lokal BUMDesa lahir dari 
emansipasi lokal 
Kerjasama  Kerjasama dengan Desa 
lain atau pun dengan 
BUMDesa lainnya 
Tradisi berdesa  Parokial, solidaritas dan 
gotong royong. 
Sumber: Kamaroesid: 2016 dan Sutoro Eko: 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
